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PERATURAN DABRAH IGBUPATEN MUARA ENIM

NOMORIA TAI{UN 2013

T'ENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PETiKREDITAN RAKYAT

KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES,A

BUPATX MUARA ENiM,

: a. bahwa clalam Llpaya rnendorong pengembangan
perekonomian kepada masyarakat khustlsnya pengi_rsaha

mikro dan pengusaha kecil serta meningkatkan surmber
pendapatan daerah sebagai sarana datram pelaksanaan
penyelenggaraan pernerintahan dan perntrangltrn.ul serter

meningkatkan pendapatan rlaerah, peniur dilakukan
penyertaan modai pemerintah Kabupaten Muara trnirn pada
Perusahaari Daerah Bank perkreditan Ralryat Kabupaten
muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagairnana dimaksucl
dalam hu*-lf a, perlu me,etapkan peraturarr Dai:rah
tentang Penyertaian IVIodar pemerintah Kabupaten Muara
trnim Pada Pemsahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat
Kabupaten Muara Enim;

: 1. Pasal 18 Ayat (6) undang-undang Dasar Republik nnclonesia

Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun lgsg *t-entang

Pembentukan Daerah Tingkat II clan Kota praja di sumatera
Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor l82I);

Undang-undang hrornor s rahr-ln )962 tent.ang perus:rhaan

Daerah (Lemb,aran Negara Republik incionesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lernbaran Negara Republik indonesia
Nomor 2387);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2ae4 tentang
Pemerintahan Daerah (LernLraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L2s, Tarntrahan Lembaran

a
J.

4.



Negara Republik Indrinesia Nornor 44ar) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan lJndang u'rlang
Nomor 1.2 Tahun 2008 tentang perubahan Keduia atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahren 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor sg, T'ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten lMuara Eninr Non-lor 2 Tahun
2005 tentang Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIJARA trN]}I

dan

BUPATI MU.qRA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG pENytrRTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA BNIM PADA

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB i
KETENTUAI\ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang

selanjutnya disebut PD BPR adalah tsadan Usaha Milik
Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Muara trnirn Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Pendirian Ferusatraan Daerah [Jank Ferkreciitan Raicyat.

5. Anggaran Pendapatan clan Eelanja ilaarah actralah Anggaran

Pendapatan dan tselanja Daerah Kabupaten Muara Enim



6. Penyentaan modatr daerah adalah pemasukan dan ntau
keikutsertaan rnodal Pernerintah Kabupatcn ke claiairn *noclni

Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat hingga
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal / saham daerah pada perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DABRAH

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada pD BpR berdasarkan peraturan

Daerah irri sebesar Rp. 1o.00o.oo0.o{}0,- (seputruh rnilinr
rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarar-r

2OL3 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
b. Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2ol4 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (1ima

milyar rupiah).

Pasal 3

(1) Penyertaan modal daerah dilakukan secara bertahap clan

dapat ditingkatkan sesuai kemarnpuan pembiayaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dirnaksuct dalam
Pasal 2 adalah dalam bentuk Llang"

(3) Deviden yang ciperoleh atas Penyertaan Moclal kepacla IrD.

PBR secara langsung merupakan kornponen penclapatarr

daerah.

Pasal 4

Nilai penyertaan rnodal daenah sebagairna.na cimaksucl. clalam

Pasal 2, rnerupakan dasar penyl-lsurian neraca PD BpR tahun
berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggatr diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

daiam Lem-baran Daerah Kabupaten Muara Enim.

tapkan di Muara trnim

a tanggal 20 $esansbex, 20tr ]
Ti MUARA EI{IIVI,

KIR SAi SOHAR

Diundangkan di Muara llnim
pada tanggal Z0 Desember 2015

. SEKRETARIS DAERAH

KI(B,UPATEN MUARA ENiM,

LEMBARAN DAERAH IGBUPATEN IVIUARA EI{IM .TAHUN 2oi3 NofuIoR n 2
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